
GUBERNUR GORONTALO

PEMTURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 5E TAHUN 2O1OI

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PEMTURAN GUBERNUR CORONTAI.O NOMOR 53 TAHUN 2O1O
TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN }'ANG BERSIFAT KHUSUS

KEPADA PEMERINTAH DAEMH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2O1O

Menimbang

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah

daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010, yang telah ditetapkan

melalui Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2010, terdapat

penambahan kegiatan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan s;ebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturarr Gubernur tentang Perubahan

atas Peraturan Gubernur GorontaloNrlmor 53 Tahun 2010 tentang

Pedoman Umum Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 20L0;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Republikr Indonesia Tahun 2000 Nomor

258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a060);

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonelsia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

78, Tambahan Lembaran Negara Repulblik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 210A4 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2A04 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia lNomor'+400);

7, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20O+ tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L25

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20M tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$afl;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L26,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran l\egara lRepublik Indonesia Tahun 2005

Nomor L40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemelrintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daelrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nornor 473'7);

ll.Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006

Nomor 03 Seri E);

12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun

Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009

Nomor 9 Tahun 2009).
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Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2UPMK.07p009 tentang

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2010.

3.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-593 Tahun 2009, tanggal

2L Desember 2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Pemerintah Provinsi Gorontalo tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan

Gubernur Gorontalo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

4. Peraturan Gubernur Gorontalo Nonror 53 Tahun 2010 tentang

Pedoman Umum Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada

Pemerintah Daerah KabupatenlKota Tahun Anggaran 2010.

Menetapkan

MEMUTUSI(AN :

:PERUBAHAN ATAS PEMTURAN GUBERINUR GORONTALO NOMOR 53

TAHUN 2O1O TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN YANG

BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTI\H DAERAH KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGAMN 2O1O

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 53

Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan yang Bersifat

Khusus Kepada Pemerintah Daerah Kalrupaten/Kota Tahun Anggaran
2010 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo'l?hun 2010 Nomor 53), diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(2) Alokasi bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana
pada ayat (1) dialokasikan untuk :r

a. bidang pendidikan sebesar Rp15.583.928.800.00,- (lima belas
milyar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua
puluh defapan ribu delapan rat,us rupiah) yang meliputi :
t. Subsidi Kelembagaan TVM;

2. Subsidi Kelembagaan SD/MI dan SMp/MTs daerah
terpencil;
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2.

3. Subsidi Operasional Peningkatan Mutu SD/SDLB/MI dan

SMP/SMPLB/MTs;

4. Subsidi Lembaga dan Siswa SMA/SMALB/MA/SMK yang

tidak mampu;

5. Subsidi Guru Non PNS di $*olah terpncil;

6. Subsidi Kelembagaan PAU[)

7. Subsidi Sekolah Penyellengara Pendidikan Berbasis

Kawasan;

8. Administrasi Kegiatan;

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) hurtf c diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

c. bidang kelautan dan perikanan sebesar3.232.2L0.000,00 (tiga

mi[ar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu

rupiah) yang meliputi :

1. Honorarium Pelaksana kegiiatan

2. Pengadaan sarana produksi perikanan tangkap, sarana

perikanan budidaya dan sarana pengolahan hasil

perikanan;

3. Biaya rapat koordinasi danr evaluasi;

4. Pembelian ATK penyusunan laporan kegiatan;

5. Biaya pelaporan kegiatan.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubrah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

(1) Bantuan keuangan yang bercifat khusus bidang pendidikan

dialokasikan untuk menurnjang pelaksanaan kegiatan
penuntasan Wajin Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan)

Tahun (Wajib Dikdas) dan mendorong akses layanan
pendidikan menengah (Wajar 12 Tahun) yang meliputi:

a. Subsidi kelembagaan T(M, sebanyak 542 Sekolah;

b. Subsidi kelembagaan SDIMI terpencil sebanyak 149
sekolah, dan SMP/MTs tenpencil sebanyak 79 sekolah;

c. Subsidi operasional peningkatan Mutu SD/SDLB/MI

sebanyak 6.165 rombongan belajar, dan

SMP/SMPLB/MTs, sebanyak 2.148 rombongan belajar;

d. Subsidi lembaga dan sis;wa SMA/SMALB/MA/SMK yang

tidak mampu sebanyak 6.303 siswa;

3.BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



e. Subsidi Guru Non PNS di sekolah terpencil, sebanyak zt05

9Uru;
f. Subsidi kelembagaan PAIJD, sebanyak 50 lembaga;

g. Subsidi Sekolah Penyeilenggara Pendidikan Bebasis

Kawasan, sebanyak 30 mkolah;

h. Administrasi kegiatan, digunakan untuk : Insentif kepada

BupatiflA/alikota, Wakil Bupati/14/alikota, Sekretaris

Daerah selama 12 bulan; biaya sosialisasi insentif bagi

tim teknis (6 orang) s;elama L2 bulan; biaya rapat

koordinasi; pembelian A1X; biaya monitoring; honor bagi

Kepala Cabang Dinas Kecamatan selama 12 bulan.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diutrah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

(3) Bantuan Keuangan khusus bidang Kelautan dan Perikanan

dilokasikan untuk kegiatan pengembangan sarana perikanan

tangkap, budidaya tangkerp, budidaya dan pemasaran

produKi perikanan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Honorarium pelaksanaern kegiatan dimasing-masing

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota;

b. Pengadaan sarana produksi perikanan tangkap :

1. pengadaan perahu motor tempel 15 PK sejumlah 14

unit.

c. Pengadaan sarana perikanan budidaya :

1. Pengadaan bibit ikan lele sejumlah (55.500) ekor;

2. Pengadaan pakan ikan lele sejumlah (4.300 kg);

3. Pengadaan bibit unggul rumput laut sejumlah
(150.000ke);

4. Pengadaan sarana produksi usaha budidaya rumput

laut untuk ruas areal r[20 ha);

5. Pengadaan sarana produksi usaha budidaya tambak

untuk areal tambak (12 ha);

6. Pengadaan pakan ikan air tawar sejumlah
(21.000 kg);

7. Pengadaan sarana dan prasaran mina padi sejumlah

(1 paket);

8. Pengadaan benih udang windu sejumlah (062.600
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9. Pengadaan benih ikan nila sejumlah (50.000 ekor);

10. Pengadaan benih ikan mas sejumlah (20.000 ekor)

ll.Pengembangan show windows budidaya tambak

sejumlah (1 paket).

Pengadaan sarana pengolahan hasil perikanan;
- Pengadaan cool box ikan dan peralatan sanitasi

hygienis sejumlah (1 paket);

Biaya rapat koordinasi dan evaluasi;

Pembelian ATK penyusunan laporan kegiatan;

Biaya pelaporan kegiatan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengebhuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Gorontalo.

d.

e.

f.

g .

BERTTA DAEMH PROVTNSI GORONTALO TAHUN 2010 NOMOR 5E
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
27 April 2010

aansanggar@gmail.com
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